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KEMBALI menyeruak kasus perundun-

gan yang terjadi menimpa seorang siswa di

salah satu sekolah swasta daerah Serpong.

Dilansir pada laman krjogja.com (3/4) kor-

ban aksi perundungan ini didapati luka

bakar dan memar yang diduga adanya

penganiayaan. Berita tersebut menambah

catatan kasus perundungan yang menimpa

pelajar, bahkan pelakunya merupakan

pelajar itu sendiri yang tentunya akan men-

jadi anak berkonflik dengan hukum (ABH).

Perundungan (dikenal sebagai ìpenin-

dasan/risakî dalam bahasa Indonesia),

yakni segala bentuk penindasan atau keke-

rasan yang dilakukan dengan sengaja oleh

satu atau sekelompok orang yang lebih kuat

atau berkuasa terhadap orang lain.

Bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan

secara terus menerus (Wardhana, 2015).

Perundungan, dalam berbagai bentuknya,

telah menjadi masalah yang meresahkan,

baik di tempat kerja, lingkungan sekolah,

maupun dalam kehidupan sehari-hari. Aksi

perundungan pasti menimbulkan dampak

negatif yang bernapas panjang.

Pertanyaannya, kapan perundungan akan

musnah? Guna menjawab pertanyaan ini,

kita perlu melihat musabab masalah, upa-

ya pencegahan, serta perubahan paradigma

yang diperlukan dalam masyarakat.

Sangat krusial untuk memahami akar

masalah perundungan agar bisa mengatasi

dan mencegahnya. Perundungan tidak se-

kadar gejala individual, tetapi juga cer-

minkan kondisi sosial dan budaya. Faktor-

faktor seperti stereotip, ketidaksetaraan,

dan kurangnya pemahaman terhadap ke-

beragaman dapat menjadi pemicu perun-

dungan. Selain itu, kekuasaan yang tidak

seimbang dan norma sosial yang membe-

narkan perilaku perundungan hingga turut

memberi kontribusi pada kelangsungan

masalah ini.

Sebagai upaya mengakhiri perundungan,

sangat perlu menangani akar masalah

tersebut. Edukasi yang keberpihakan pada

keberagaman, pengembangan kecerdasan

emosional, dan peningkatan kesadaran

akan dampak perundungan dapat menjadi

langkah awal yang efektif. Perubahan ini

harus dimulai dari lingkungan pendidikan,

tempat di mana nilai-nilai masyarakat di-

tanamkan pada generasi muda.

Upaya berikutnya pencegahan secara

preventif. Beberapa pendapat positif menje-

laskan bahwa preventif adalah kunci untuk

mengakhiri perundungan. Salah satu gam-

baran pendekatan tersebut seperti seperti

menciptakan lingkungan yang mendukung,

inklusif, dan aman di sekolah dan tempat

kerja. Sekolah dan instansi apapun perlu

mengembangkan kebijakan anti-perundun-

gan yang jelas dan memberikan sanksi

yang tegas terhadap pelaku perundungan.

Selain itu, pendidikan individu tentang

dampak perundungan melalui kampanye

sosial dan program edukasi juga direalisasi-

kan. Masyarakat harus terlibat dalam upa-

ya mengubah norma sosial yang mem-

perkuat perundungan. Kegiatan ini bisa di-

lakukan melalui diskusi terbuka, pelatihan

kesadaran, dan pembentukan kelompok du-

kungan di tingkat kelurahan atau pun

instansi pendidikan.

Langkah-langkah tersebut dita-

warkan karena fenomena dampak pe-

rundungan bagi seorang korban sangat-

lah besar. Diketahui dalam sebuah liter-

atur, bahwa korban perundungan akan

melalui penderitaan batin, terhina, ter-

abaikan, merasa tidak layak untuk hi-

dup, depresi, hingga ada pada taraf ke-

inginan mengakhiri hidupnya dengan

cara bunuh diri (Sani, 2019). Tinjauan

literatur tersebut memberikan dilemma

untuk segera melakukan perubahan

paradigma. Perubahan paradigma ma-

syarakat diperlukan agar perundungan

benar-benar dapat musnah. Kita perlu

beralih dari budaya yang membenarkan

perilaku perundungan menjadi masya-

rakat yang menilai keberagaman dan

menghargai perbedaan. Pembentukan

pola pikir inklusif harus dimulai dari kelu-

arga, di mana nilai-nilai seperti empati, to-

leransi, dan penghargaan terhadap kebera-

gaman diajarkan dan diterapkan.

Peran masyarakat dalam hal ini orangtua

dan komunitas sangat penting dalam upaya

mengakhiri perundungan. Orangtua perlu

terlibat aktif dalam mendidik anak-anak

tentang pentingnya menghargai perbedaan

dan berperilaku baik terhadap orang lain.

Membangun komunikasi terbuka antara

sekolah dan orangtua juga dapat

meningkatkan pemahaman bersama ten-

tang pentingnya pencegahan perundungan.

Selanjutnya, pada tingkat komunitas, or-

ganisasi sosial dan keagamaan dapat berpe-

ran sebagai agen perubahan. Mereka dapat

mengorganisir kegiatan sosial, seminar,

atau lokakarya untuk meningkatkan ke-

sadaran masyarakat tentang perundungan

dan cara mencegahnya. Kolaborasi antara

pemerintah, sekolah, keluarga, dan komu-

nitas dapat menciptakan efek sinergis yang

kuat dalam memerangi perundungan. (*)

*) Ichsan Y Nuansa Putra MPd Gr,

guru  di SMA Muhammadiyah 1

Yogyakarta.

Perlindungan HKI

Ichsan Y Nuansa

Harga bawang merah naik dua kali li-

pat, pemerintah pastikan tidak akan im-

por.

-- Tidak hanya janji?

***

Anggota Bawaslu diminta siap meng-

hadapi 296 laporan perselisihan hasil

Pemilu.

- Siap-siap saja.

***

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku

Aam X menerima sertifikat Sumbu

Filosofi.

-- Banyak konsekuensinya.

Hentikan Era Perundungan

TANGGAL 26 April diperingati sebagai

hari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) se-

dunia. HKI adalah hak yang timbul dari

olah pikir manusia untuk menghasilkan

produk atau proses yang berguna bagi kehi-

dupan manusia. Bentuk HKI misalnya pat-

en, rahasia dagang, merek, disain tata letak

sirkuit terpadu, hak cipta dan sebagainya.

Tradisi perlindungan HKI dimulai di ne-

gara-negara Eropa (Barat), antara lain dipe-

ngaruhi  faham liberalisme dan individual-

isme, di mana hak-hak individual sangat di-

junjung tinggi. Dalam perkembangannya,

perlindungan HKI dilakukan secara luas di

semua negara dan juga diatur hukum inter-

nasional. Sekarang  HKI juga menjadi

salah satu komoditas perdagangan  inter-

nasional, sehingga diatur dalam persetu-

juan WTO, yakni The Agreement on Trade

Related Aspects of Intellectual Property

Rights, including Counterfeit goods (TRIPs).

Karena itu pengaturan HKI saat ini kian

menekankan pada aspek perlindungan hak

kepemilikan inventor, sehingga tidak mu-

dah bagi orang lain untuk mengaksesnya.

Pengaturan HKI yang lebih mene-

kankan perlindungan hak milik tersebut

sesuai keinginan negara-negara maju,

yang menguasai banyak invensi baru,

khususnya di bidang ilmu pengetahunan

dan teknologi (IPTEK). Sedang pihak ne-

gara-negara sedang berkembang yang

masih tertinggal dalam hal IPTEK, sering

dirugikan karena tak bisa mengakses ber-

bagai IPTEK modern yang dikuasai negara-

negara maju. Di forum internasional, ne-

gara-negara sedang berkembang pernah

mengemukakan konsep teknologi sebagai

milik bersama (common heritage of

mankind), sehingga setiap perkembangan

teknologi seharusnya terbuka diman-

faatkan oleh semua bangsa. Namun konsep

negara-negara berkembang tersebut diten-

tang negara-negara maju. Meski begitu,

konsep dan kepentingan negara-negara

sedang berkembang seharusnya juga diper-

hatikan dalam pengaturan HKI, agar terca-

pai keadilan dalam memanfaatkan  IPTEK.

Peringatan hari HKI Tahun 2024  meng-

usung tema ìKekayaan Intelektual dan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan :

Membangun masa depan bersama dengan

inovasi dan kreativitas. Invensi-invensi

yang dilindungi HKI, khususnya di bidang

teknologi, sangat berperan penting dalam

pencapaian tujuan pembangunan berkelan-

jutan (Sutainable Development

Goals/SDGs). Kita tidak bisa membangun

tanpa IPTEK. Karena itu akses bagi pe-

manfaatan berbagai IPTEK modern harus

terbuka bagi negara-negara sedang ber-

kembang demi tercapainya tujuan SDGs.

Bagi bangsa Indonesia yang merupakan

salah satu negara sedang berkembang dan

sedang mengimplementasikan SDGs,

peringatan hari HKI dapat kita jadikan mo-

mentum untuk melihat kembali pengatur-

an HKI di Indonesia agar sesuai dengan ke-

pentingan pembangunan Indonesia.

Sebagai pelaksanaan  berbagai perjanjian

internasional di bidang HKI yang dirati-

fikasi Indonesia dan keanggotaaan di World

Intellectual Property Organization,  peng-

aturan HKI Indonesia saat ini lebih

menekankan pada aspek perlindungan

kepemilikan dan kurang memperhatikan

aspek fungsi sosial dari HKI. Hal ini kurang

sejalan dengan sifat komunal masyarakat

Indonesia yang sangat memperhatikan ke-

pentingan umum, sehingga segala pene-

muan, keterampilan dan informasi yang

dikuasai perseorangan seharusnya juga da-

pat dimanfaatkan untuk kepentingan ber-

sama agar bermanfaat bagi orang banyak.   

Kenyataan menunjukkan, mayoritas

HKI yang dilindungi di Indonesia milik

orang atau perusahaan dari luar negeri.

Menurut Direktur Paten, Desain Tata le-

tak Sirkuit Terpadu,  dan Rahasia Dagang,

Yasmon, jumlah permohonan paten dari

tahun 1991 sampai 2023  didominasi oleh

permohonan dari luar negeri, yakni sebe-

sar 81,96%  (https://www.dgip.go.id). De-

ngan demikian yang banyak diuntungkan

dari pengaturan perlindungan HKI di

Indonesia adalah para pemilik HKI dari

luar negeri. Hal ini bisa menghambat pro-

gram pembangunan Indonesia.   Banyak

produk dibuat di Indonesia terpaksa harus

menggunakan HKI asing berdasar perjan-

jian lisensi dengan royalty tinggi, yang ber-

arti menguras cadangan devisa Indonesia.

Karena itu pengaturan HKI Indonesia ke

depan seharusnya lebih memperhatikan

sifat masyarakat Indonesia yang sosialistis

dan kepentingan Indonesia sebagai negara

sedang berkembang. Aspek kewajiban

sosial pemegang HKI, pembatasan hak,

pengaturan lisensi dan kewajiban alih

teknologi seharusnya diperhatikan dalam

pengaturan HKI di Indonesia.***

*) Dr Triyana Yohanes SH Mhum,

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma

Jaya Yogyakarta.

Triyana YohanesKonsekuensi Sumbu Filosofi
SATU tahun lalu, Wakil

Gubernur DIY KGPAA Paku

Alam X mengungkapkan bah-

wa keberadaan Sumbu Filo-

sofi sebagai Warisan Budaya

Dunia tidak hanya akan me-

nguatkan nilai-nilai budaya

Yogyakarta, tetapi juga akan

berpengaruh besar bagi

Yogyakarta sebagai Kota

Wisata. Sumbu filosofi dimak-

sud untuk menghubungkan

Panggung Krapyak-Kraton

Yogyakarta sampai Tugu Pal

Putih.

Selain itu, keberadaan

Sumbu Filosofi untuk men-

dukung Pemda DIY dalam

menjaga, memelihara dan

mengembangkan eksistensi

nlai-nilai Keistimewaan Yog-

yakarta di tingkat dunia. Wakil

Gubernur DIY KGPAA Paku

Alam X mengungkapkan hal

itu ketika mewakili Gubernur

DIY Sri Sultan Hamengku Bu-

wono X dalam Webinar Pe-

ringatan Hari Warisan Dunia

2023 bertema Tantangan

Yogyakarta Sebagai No-

minator Warisan Budaya

Dunia dari Indonesia, 18 April

2023.

Dalam Webinar Peringatan

Warisan Dunia 2023 tersebut,

Direktur Jenderal Kebudaya-

an Kementerian Pendidikan

Kebudayaan Riset dan

Teknologi RI, Hilmar Farid

menyatakan bahwa nominasi

Kawasan Sumbu Filosofi se-

bagai Warisan Budaya Dunia

(saat itu) sedang memasuki

proses pembahasan akhir di

UNESCO menuju penetapan.

Setelah penetapan oleh UN-

ESCO, akan memiliki banyak

konsekuensi terkait dengan

upaya-upaya pelestarian

Sumbu Filosofi.

Proses panjang pengajuan

Kawasan Sumbu Filosofi

Yogyakarta sebagai Warisan

Budaya Dunia akhirnya mem-

buahkan hasil, ketika pada 24

September 2023 UNESCO

dalam sidang di Riyadh Arab

Saudi menetapkan Sumbu

Filosofi Yogyakarta sebagai

Warisan Budaya Dunia.

Selanjutnya, Kamis 24 April

lalu, Pemda DIY menerima

sertifikat Sumbu Filosofi

Yogyakarta. Sertifikat diserah-

kan oleh Dirjen Kebudayan

Kemendikbud Ristek Hilmar

Farid kepada Wakil Gubernur

DIY KGPAA Paku Alam X.

Kawasan Sumbu Filosofi

sebagai Warisan Budaya

Dunia bertujuan melestarikan

nilai-nilai luhur bagi masyara-

kat Yogyakarta, bangsa

Indonesia dan seluruh warga

dunia. Untuk itu, pengelolaan

Kawasan Sumbu Filosofi per-

lu melibatkan seluruh stake-

holder di DIY. Juga warga

yang berada di sepanjang

Sumbu Filosofi maupun di lu-

ar kawasan Sumbu Filosofi. 

Seperti diungkapkan

Gubernur DIY Sri Sultan

Hamengku Buwono X dalam

berbagai kesempatan, salah

satu bentuk keistimewaan ke-

budayaan DIY adalah tata ru-

ang inti wilayah Yogyakarta

yang didasari pada pema-

haman filsafat kehidupan

manusia yang tinggi dan

bernilai luhur. Tata ruang Kota

Yogyakarta dimaksud sudah

dirancang dan mulai diwujud-

kan oleh Pangeran Mangku-

bumi atau Sultan Hamengku

Buwono I saat mendirikan

Kraton Ngayogyakarta

Hadiningrat.

Tata ruang tersebut dilan-

dasi filosofi sangkan paraning

dumadi serta golong gilig. Hal

itu seperti yang terlihat dari

keberadaan sejumlah ba-

ngunan penanda. Inti wilayah

Yogyakarta juga ditata

berdasarkan filosofi tentang

hubungan manusia dengan

Tuhan dan alam, serta cermi-

nan perjalanan hidup manu-

sia sejak lahir hingga meng-

hadap Sang Kuasa. Konsep

perencanaan dan pendirian

Kota Yogyakarta merupakan

mahakarya yang tidak ada

bandingannya di dunia.

Saat ini, Sumbu Filosofi su-

dah bersertifikat. yang tentu-

nya bukan sekadar pe-

lengkap administratif. Makna

sertifikat tersebut lebih dari

sekadar selembar kertas.

Tantangan dan tanggung-

jawab pemeliharaan, pe-

ngembangan dan peman-

faatan Sumbu Filosofi akan

semakin besar. Hilmar Farid

juga sudah mengingatkan.

keberadaan Sumbu Filosofi

memiliki banyak konsekuensi.

Untuk itu, perlu dukungan dari

semua pihak. ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-

yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima

tulisan lewat email : opinikr@gmail.com de-

ngan panjang tulisan antara 535  - 575 ka-

ta, dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa menampilkan

fotocopy identitas. Terimakasih. 
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Lampu RingRoad Banyak yang Gelap
SEBENARNYA sudah lama

ingin menuliskan surat ini, saya

mencoba menunggu apalah

sudah ada perbaikanya. Ter-

nyata belum, yaitu lampu di se-

putar ringroad Yogya masih

gelap. Hanya beberapa yng

sudah terang, namun kalau kita

lihat tetap saja masih banyak

yang gelap.

Padahal seputaran ringroad

itu jalan vital. Namun, sejauh ini

masih belum menemui titik te-

rang terkait penggantian lampu

di jalan nasional, khususnya di

ring road. Seejauh ini komplain

PJU yang padam dari masya-

rakat selalu ditindaklanjuti

sesuai wilayah yang berkepen-

tingan.

Prinsipnya, jika dari sisi

ketersediaan alat atau lampu

mati masih bisa berkolaborasi

dengan jajaran di wilayah ka-

bupaten/kota sesuai kewenan-

gan jalan itu. Yogya sebagai

kota wisata dan mahasiswa,

seharusnya sudah cepat

melaksanakan. Mudah-mu-

dahan segera ditangani.

*) Ir Suhartono, Karakan,

Sidomoyo, Sleman/.


